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ABSTRAK 

Skripsi yang ditulis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara 

studi lapangan yang memiliki maksud untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap 

sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya berdasarkan UU No. 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam 

terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh yakni berupa data dari proses wawancara kepada pihak 
penyidik Polrestabes Surabaya. Kepenulisan skripsi ini menggunakan metode 

kepustakaan guna menganalisis teori yang sesuai dengan objek yang ditelit i. 

Kemudian data yang telah diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan 
pendekatan empiris dengan metode deduktif. 

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini menyipulkan bahwa: Sanksi 

hukum terhadap praktik sediaan farmasi berupa vaksin booster dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah telah memenuhi unsur 

dalam pasal 196. Adapun pasal 196 ayat 3 mengatakan bahwa sediaan atau alat 
farmasi harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan 

oleh peraturan pemerintah agar dapat diproduksi, diolah, disimpan atau 

diedarkan. Adapun yang dimaksud dengan standart mutu pelayanan menurut 
Permenkes No 73 Tahun 2016 adalah acuan yang dipakai oleh tenaga kesehatan 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang artinya dalam hal ini 

pelaksanaan vaksinasi booster harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat 
Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster). 

Adapun dalam Hukum Islam, yang termasuk dalam jarimah dalam penelitian ini 

yaitu Jari>mah yang ada kaitannya dengan kemaslahatan individu, dalam hal ini 
antara lain seperti berbohong. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi 

ialah tidak memberikan jenis vaksin yang seharusnya diberikan kepada penerima 

vaksin. Selain itu, tindak pidana dalam penelitian juga termasuk dalam Jarimah 
Takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 

Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada 

masyarakat, penerima vaksin serta calon penerima vaksin booster. Agar untuk 

dapat memastikan kembali bahwa pelaksanaan vaksinasi booster yang dilakukan 
adalah telah legal dan telah mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk 

pelaksanaannya. Serta untuk penegak hukum agar dapat melaksanakan evaluasi 

terhadap pelaksanaan vaksinasi booster dalam rangka penanggulangan Covid-19. 
 

 

 

 

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya” merupakan 

penelitian lapangan yang ditulis guna menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah 

sanksi hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Polrestabes Surabaya serta 
tinjauan hukum pidana islam terhadap sediaan farmasi vaksin booster di 

Polrestabes Surabaya. 
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1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, salah satu unsur 

kesejahteraan umum yang harus diwujudkan adalah pembangunan 

kesehatan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duniaberdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1  

Pembangunan kesehatan dalam pelaksanaannya meliputi dua hal 

yakni pada upaya kesehatan dan sumber dayanya, untuk mewujudkan hasil 

yang oprimal kiranya perlu dilakukan pelayanan yang terpadu pun juga 

terdapat kesinambungan. Awalnya upaya kesehatan hanya terfokus 

terhadap usaha penyembuhan pasien yang dilakukan secara berkala, kini 

mengalami penigkatan yakni menjadi pelaksanaan upaya kesehatan yang 

menyeluruh dan terpadu.2  

Karenanya, pelaksanaan jaminan kesehatan yang berkaitan dengan 

usaha promotive atau yang biasa kita kenal dengan usaha peningkatan 

kesehatan, preventive atau usaha dalam bidang pencegahan penyakit, 

                                                                 
1 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada), 2 
2 Ibid. 
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kuratif  atau proses penyembuhan penyakit dan yang terakhir adalah 

rehabilitative atau tahap pemulihan kesehatan yang harus dilaksanakan 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan 

masyarakat. (Alenia I dan II dari penjelasan Umum UU. No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan).3 

Kesehatan termasuk dalam salah satu focus ilmu pengetahuan yang 

memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Seiring dengannya, peningkatan 

perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan juga mengalami peningkatan. 

Beberapa tindakannya antara lain adalah malapraktek, obat yang dipalsukan, serta 

obat yang disalahgunakan tanpa izin.  

Permasalahan yang terkait dengan kesehatan menjadi perhatian 

khusus di semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu 

penentu kemajuan bangsa dan  yang menjadi hak asasi manusia adalah 

kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dan menetapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan manfaat perlindungan kesehatan. 

Yang selama ini kita kenal dengan Covid-19 atau virus corona 

menjadi focus public sejak pertama kali dipastikan keberadaannya berasal 

dari China pada awal tahun 2020. Ribuan kematian akibat virus tersebut 

menjadi sorotan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-

19 terbukti memberikan tekanan pada situasi ekonomi dan sosial di 

                                                                 
3 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada), 2. 
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Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini memberikan 

dampak yang signifikan bagi Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian 

masing-masing wilayah terancam dan situasi di wilayah tersebut lebih 

buruk dari sebelumnya. Karena itu, pemerintah Indonesia segera 

melakukan tindakan tegas untuk menekan laju difusi semaksimal 

mungkin..4  

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah 

Indonesia untuk mengatasi masalah penyebaran virus tersebut. Vaksinasi 

Covid-19 memiliki tujuan guna membangun herd immunity sehingga 

masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif. 

dr. Maxi Rein Rondonuwu yang merupakan Dirjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit mengemukakan bahwa hasil studi membuktikan 

bahwa antibody penerima vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap 

mengalami penurunan setelah 6 bulan, sehingga perlu diberikannya dosis 

lanjutan atau booster guna mempertahankan serta menambah proteksi 

individu khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terjangkit 

penyakit. 

Berdasarkan pernyataan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional 

(ITAGI), yang dimaksud dengan Vaksinasi booster merupakan vaksinasi 

COVID-19 yang dilakukan terhadap masyarakat yang telah mendapatkan 

                                                                 
4 Erni Panca Kurniasih, Dampak Pandemi Covid Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat 
Kota Pontianak. Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  2020. 277. 
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vaksinasi primer atau vaksinasi dosis lengkap yakni dosis 1 dan dosis 2 

yang diberikan guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

kekebalan tubuh. Adapun sasaran dari pemerintah terhadap masyarakat 

yang menerima vaksinasi lanjtan ini adalah masyarakat dengan angka usia 

18 tahun ke atas tetapi dengan terlebih dahulu memprioritaskan usia 

lansia.5 

Kementerian Kesehatan merilis Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1180 

/2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis 

Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat Umum. Disampaikan didalamnya 

bahwa tiga bulan setelah menerima vaksinasi dosis lengkap, masyarakat 

umum dapat menerima dosis lanjutan. 

Surat Edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat 

Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis 

Lanjutan (Booster) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2022. Yang 

mana dalam Surat Edaran tersebut terdaat juknis pelaksanaannya.6 

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik 

Indonesia, Joko Widodo. Pelaksanaan vaksinasi booster akan dilaksanakan 

mulai tanggal 12 Januari 2022 dengan mengutamakan lansia serta 

kelompok yang rentan terjangkit penyakit. Hal ini perlu dilakukan guna 

                                                                 
5 Laman Web Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
6 Humas Kemenkes RI  

https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Februari/1.%20Penyesuaian%20interval%20Booster_3%20bln.pdf
https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Februari/1.%20Penyesuaian%20interval%20Booster_3%20bln.pdf
https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Februari/1.%20Penyesuaian%20interval%20Booster_3%20bln.pdf
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mempertahankan dan menambah kekebalan tubuh masyarakat karna 

seiring berjalannya waktu virus COVID-19 terus bermutasi.7  Dalam 

Konferensi Pers yang digelar oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

disampaikan bahwa pelaksaan vaksinasi booster untuk kalangan 

masyarakat umum akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. Hal ini 

dilakukan bersamaan dengan dirilisnya Surat Edaran Menteri Kesehatan 

Nomor HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster).  

Di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu bentuk dari perilaku 

atau tindakan yang menyimpang merupakan kejahatan. Kejahatan juga 

dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang kompleks serta bisa dicari 

pemahamannya dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karenanya, didalam 

keseharian kita dapat menerima beberapa tanggapan terkait suatu 

peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan 

masyarakat terkait seriusnya peristiwa kejahatan dapat dibedakan dari 

sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. 

Secara rasional dapat diukur dari bahaya yang ditimbulkan  serta  jumlah 

korban dan kerugian.  

Sedangkan keseriusan peristiwa kejahatan juga berkaitan dengan 

adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang dapat 

dilihat oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. 

                                                                 
7 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik 

Indonesia 
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Peristiwa kejahatan yang diiringi dengan kekerasan seringkali dirasakan 

sebagai kejahatan yang menakutkan.8 

Konflik yang terjadi saat pandemi COVID-19 dapat dibedakan 

menjadi konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal dapat dikataka n 

sebagai  konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang 

didalamnya terdapat unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, 

sedangkan konflik horizontal adalah  konflik yang terjadi antar masyarakat.9 

Dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dalam masa Pandemi 

Covid-19 yang tentunya dirasakan dampaknya oleh berbagai sector, baik 

ekonomi, kesehatan, pemerintahan, Pendidikan dan lain sebagainya. 

Setelah ada wacana akan diselenggarakannya Vaksinasi Booster oleh 

pemerintah menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak 

pidana.  

Proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya 

memiliki Standart Operating Procedur (SOP) yang biasanya berupa 

Surat Edaran dan Petunjuk Teknis. Hal ini dilakukan pemerintah guna 

pemerataan proses layanan kesehatan atau program vaksinasi booster 

agar dapat dilaksanakan dengan terpadu dan menyeluruh.  

Salah satu kejahatan yang terjadi di masa pandemi covid, 

khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi booster yakni diduga telah 

terjadi kecurangan dalam pelaksanaan vaksinasi terutama dalam sediaan 

                                                                 
8 Jurnal fenomena kejahatan di pandemic covid 
9 A. M. Hasan, “Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia,” The 
Insight, vol. 16, no. 4, pp. 3–4, 2020. 
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farmasi berupa vaksin booster di Kota Surabaya. Praktik tersebut terjadi 

pada kisaran bulan November-Desember 2021, proses vaksinasi ini 

diduga dilakukan dengan pemungutan tarif sebesar Rp. 250.000 terhadap 

penerima vaksin. Lokasi pelayanan vaksinasi ini diduga terlaksana pada 

tiga tempat, yakni tempat Ibadah, Kantor Pengiriman Jasa dan Kafe. 

Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memberikan vaksin 

sisa dosis primer (dosis 1 dan dosis 2) kepada penerima vaksin dengan 

mengatakan bahwa dosis yang diberikan adalah vaksin booster atau dosis 

lanjutan.  

Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dalam pelaksanaan Vaksinasi 

Lanjutan (Booster). Pertama, Idealnya proses vaksinasi booster 

dilakukan setelah dikeluarkannya SE, hal ini dilakukan guna pemerataan 

proses vaksinasi yang menyeluruh dan terpadu. Kedua, dalam konferensi 

pers yang digelar oleh Presiden RI dan Menteri Kesehatan telah 

disampaikan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster) tidak 

dipungut biaya. Hal ini juga tertulis dalam Permenkes 10/2021 pasal 3 

ayat 4 bahwa penerima layanan vaksinasi tidak ada biaya yang 

dikeluarkan, artinya pelaksanaan vaksinasi adalah gratis.10 

Ketiga, dalam Surat Edaran  Kementrian Kesehatan RI 

disampaikan jenis vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Lanjutan 

(Booster). Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah:11 

                                                                 
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 4  
11 Surat Edaran Kementtian Kesehatan Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster) 
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Untuk penerima vaksin dosis primer yang diberikan jenis vaksin 

sinovac maka akan  diberikan dosis vaksin Astra Zeneca atau vaksin 

Pfizer, yang dalam aturan pemberiannya adalah separuh dosis. Dan untuk 

penerima vaksin dosis primer jenis astra zaneca maka akan diberikan 

jenis Vaksin Moderna atau Vaksin Pfizer yang dalam aturannya 

diberikan separuh dosis atau 0,15 ml. 

Dari tiga hal diatas ada beberapa praktik yang tidak sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Undang Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 98 ayat 3 yang 

mengatakan bahwa ketentuan mengenai penditribusian, penyimpanan, 

atau pemanfaatan persediaan farmasi harus memiliki standart mutu 

pelayanan farmasi yang dalam hal ini diatur dengan aturan yang dibuat 

oleh pemerintah.12  

Dalam hal ini telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang berbunyi :  

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar 

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

                                                                 
12 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan   
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Adapun pengertian dari standart mutu pelayanan farmasi yang 

tertulis dalam Permenkes 73/2016 adalah pedoman yang digunakan 

sebagai petunjuk atau acuan bagi tenaga lesehatan pada 

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.13 Yang artinya dalam hal ini 

pelaksanaan vaksinasi booster harus dilaksanakan setelah 

dikeluarkannya Surat Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan 

Vaksinasi Lanjutan (Booster). 

Hukum Islam mengecam keras tindakan penanganan produk 

vaksin ini. Hal ini karena mengandung unsur kecurangan. Ada juga satu 

riwayat bahwa Rasulullah melewati pasar dan melihat setumpuk 

makanan. Kemudian Rasulullah, mencari pedagang makanan ini agar 

Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian.: “Apa yang 

basah­basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini”. Pedagang 

memberikan jawaban: “Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air 

hujan”. Mendengar jawaban itu Rasulullah SAW bersabda :14 

ى (ترمذ و مسلم )رواه س منا یمن غش فلس ؟ لنااه اریكى م لطعاق افو ھفلا جعلتا  

Artinya:  

Kenapa tidak engkau letakkan di atas agar bisa dilihat oleh calon 

pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk 

golonganku (Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzī). 

                                                                 
13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 
14 Heri Irawan, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai. 
Tesis, UIN Alauddin Makassar 2017. 30 
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Tindakan pengedaran sediaan farmasi dengan tidak memberikan 

vaksin yang seharusnya adalah perbuatan dusta (bohong) dikarenakan 

pada dasarnya, tindakan tersebut terdapat terdapat unsur dusta yaitu 

dengan tidak memberikan pernyataan sesungguhnya dalam pemberian 

dosis vaksin.  

Islam sangat memberikan perlindungan bagi individu, yakni 

perlindungan yang bersifat materi dan non materi. Islam juga menjaga 

kehidupan individu yang menjadi sandaran hidup seseorang, harta dan 

semua yang dimilikinya. Rincian perlindungan tersebut, dibahas dalam 

buku-buku fikih, namun pada intinya hanya ada lima yakni menjaga agama 

(H{Ifz} Al-Di>n), menjaga jiwa (H}ifz} Al-Nafs), menjaga akal (Hifz} Al-‘Aql), 

menjaga kehormatan (H{ifz} Al-Nasl Wa Al-‘Arad }), dan menjaga harta 

benda (Hifz} Al-Ma>l).15 

Berdasarkan aturan dan praktik yang telah di paparkan di atas, 

dimana ada beberapa dugaan terjadinya tindak pidana maka dirasa perlu 

untuk melakukan penelitian yang berjudul  “Tinjauan Hukum Positif Dan 

Hukum Pidana Islam  Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di 

Polrestabes Surabaya”, guna mendapatkan data yang valid sehingga 

ditemukan akar permasalahan serta proses penegakan hukum yang tepat. 

 

                                                                 
15 Ashadi L Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan 
Kedokteran),(Sleman: CV Budi Utama, 2017), 204  
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan penjabaran yang ada pada latar belakang terdapat 

beberapa hal yang dianggap sebagai permasalahan yang terkandung dalam 

penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan vaksinasi dalam 

rangka penanggulangan Covid-19 

2.  Standart Operasional Prosedur penyaluran vaksinasi dari pemerintah 

kepada tenaga medis hingga sampai pada masyarakat. 

3. Praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya 

4. Motif dan modus yang melatarbelakangi praktik pengedaran sediaan 

farmasi vaksin booster di Kota Surabaya 

5. Sanksi Hukum terhadap praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin 

booster di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan  

6. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap praktik pengedaran sediaan 

farmasi vaksin booster di Kota Surabaya. 

Dari beberapa hal yang telah teridentifikasi diatas, penulis 

memberikan pembatasan masalah yang ditujukan agar pembahasan dalam 

penelitian ini jelas dalam arah dan tujuannya. Adapun batasannya, sebagai 

berikut :  
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1. Sanksi Hukum terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Kota 

Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap praktik pengedaran sediaan 

farmasi vaksin booster di Kota Surabaya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang serta batasan masalah yang telah 

disampaikan, maka terbentuk rumusan masalah yang menjadi inti pada 

penelitian ini, yaitu:: 

1. Bagaimana Sanksi hukum terhadap praktik sediaan farmasi vaksin 

booster di Polrestabes Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap praktik 

sediaan farmasi vaksin booster di Polrestabes Surabaya? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kesimpulan tentang kajian/penelitian ilmiah 

yang telah dilakukan terhadap masalah yang hendak diteliti oleh penulis 

sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan 

ini bukanlah plagiasi duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.16 

                                                                 
16 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 

Penulisan Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) 
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Penelitian dengan judul atau muatannya yang berkaitan dengan 

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam  Terhadap Sediaan 

Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya ini belum ada yang 

mengkajinya, namun ada beberapa penelitian ilmiah berupa jurnal dan 

skripsi terdahulu yang aspek pembahasannya hampir sama. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Sari yaitu Skripsi dengan 

judul Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari UU No. 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam. Fokus 

penelitian ini adalah membahas tentang sanksi pidana berdasarkan 

BUU No. 36 Tahun 2009 dan hukum pidana islam terhadap pelaku 

yang melakukan pengedaran vaksim palsu.17 

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang 

ditulis oleh peneliti adalah tinjauan yuridis yang digunakan yakni 

Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Serta 

pembedanya adalah pada variable pembahasannya. Skripsi ini 

difokuskan pada sanksi hukum terhadap pengedaran ketersediaan 

farmasi yang asli sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Nur 

Indah Sari adalah bukan termasuk jenis vaksin palsu.  

2. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Andin Rusmini yang berjudul “Tindak 

Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin 

Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

                                                                 
17 Nur Indah Sari, “Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari UU No. 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan Hukum Islam” (Skripsi-UIN Raden Fattah Palembang, 2017) 
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Kesehatan”, jurnal Al-‘Adl vol 8 No 3, September - Desember 2016. 

Fokus penelitian pada jurnal ini adalah mengkaji tentang pengedaran 

dan penyalahgunaan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin 

pengedaran yang ditinjau dari UU Kesehatan. Dalam penelitian ini, 

penulis mendorong para penegak hukum untuk mengoptimalkan UU 

tersebut dalam upaya represif dan preventive pada tindak pidana yang 

sering terjadi dalam bidang Kesehatan.18 

Dalam penelitian yang ditulis oleh Andin Rusmini tersebut 

mengkaji terkait pengedaran sediaan farmasi yang pengedarannya 

tidak disertai izin, sedangkan dalam penelitian skripsi ini mengkaji 

terkait pengedaran sediaan farmasi berupa vaksin booster yang telah 

memiliki izin edar.  

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Gomgom T.P Siregar dkk. Yang  

berjudul “Penipuan  Penggunaan  Alat Antigen  Bekas (Studi  Kasus 

Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), Jurnal Rectum, Volume 3, 

Nomor 2, Juli 2021; 130-136. Penelitian ini terfokus pada penegakan 

hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana memproduksi 

sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu pelayanan.19 

                                                                 
18 Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar 
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, jurnal Al-‘Adl Volume 8 

No 3, September - Desember 2016 
19 Gomgom T.P Siregar dkk, “Penipuan  Penggunaan  Alat Antigen  Bekas (Studi  Kasus Bandara 
Kualanamu, Medan-Sumut)”, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136. 
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Dalam jurnal yang ditulis oleh Gomgom T.P Siregar dkk 

tersebut mengkaji tentang penipuan penggunaan alat kesehatan 

atau alat antigen bekas, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh 

peneliti ini mengkaji terkait adanya unsur penipuan dalam 

pemberian sediaan farmasi yang berupa vaksin. 

E. Tujuan Penelitian  

Pada beberapa masalah yang dirumuskan diatas, dalam hal ini dapat 

diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap sediaan farmasi vaksin 

booster di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap praktik 

pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya.  

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam setiap penelitian sudah dapat dipastikan bahwa penelitian 

tersebut memiliki kegunaan dari hasil yang didapatkan. Adapun fungsi dari 

penelitian yang didapatkan ini diharapkan dapat menjadi investasi 

pengetahuan yang memiliki nilai dalam bidang keilmuan hukum pada 

umumnya khususnya dibidang pengedaran sediaan farmasi vaksin booster, 

serta dapat digunakan oleh penegak hukum, penulis, dan khususnya untuk 
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Mahasiswa Hukum. Secara umum penelitian ini dapat kita tinjau dari dua 

aspek yakni :  

1. Secara Teoritis, dengan hasil yang didapat dari penelitian yang telah 

ditulis oleh penulis diharapkan agar dapat menjadi tambahan kajian 

keilmuan tentang hukum, terutama dalam bidang pengedaran sediaan 

farmasi vaksin booster. 

2. Secara Praktis, dengan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis 

diharapkan dapat menjadi awareness bagi masyarakat dalam 

melaksanakan praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster. 

Serta dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam proses 

penyelesaian kasus yang serupa. 

G. Definisi Operasional 

Agar memperjelas pembahasan yang dikaji serta untuk terhindar 

dari pemahaman yang salah dalam penelitian ini, kiranya perlu agar penulis 

untuk menguraikan lebih dulu definisi dari istilah yang ditulis dalam judul 

penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional 

tersebut meliputi : 

1. Hukum Positif disebut juga ius constitutum yang artinya terdapat 

kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang 

berlaku sebagai aturan hukum serta mengikat secara umum atau 

khusus dan terdapat penegakan hukum okeh pemerintah atau 
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pengadilan dalam Negara Indonesia.20 Praktik pengedaran sediaan 

farmasi tentunya memiliki aturan serta petunjuk pelaksanaannya, 

dalam hal ini Undang Undang yang berlaku dapat menjadi pedoman 

dalam penegakan hukum di Indonesia. 

2. Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah segala tindakan yang dilarang. 

Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau tidak 

diperbolehkan oleh Syara’. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka 

akan mempunyai  konsekuensi yang dapat merusak  agama, jiwa, akal, 

kehormatan dan harta benda.21  

3. Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (booster) adalah pelaksanaan 

pemberian dosis vaksin Covid-19 setelah seseorang diberikan 

Vaksinasi Primer Dosis Lengkap. Dalam hal ini memiliki tujuan yakni 

guna memberikan pertahanan terhadap kekebalan serta menambah 

waktu perlindungan terhadap antibodi.22 

4. Sediaan Farmasi adalah yang termasuk dalam jenis obat, pun juga 

termasuk bahan obat.23 Maka dari itu, dosis vaksin booster yang 

digunakan adalah termasuk sediaan farmasi. 

                                                                 
20 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: 

PT. Alumni, 2008), 56. 
21 Dr. Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. (Banda Aceh: Yayasan 

Pena Aceh, 2020), 56. 
22 Surat Edaran (SE) tentang Vaksinasi Covid 19 Dosis Lanjutan (Booster) 
23 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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5. Vaksin Booster atau Dosis Lanjutan merupakan dosis vaksin yang 

diberikan kepada masyarakat setelah mendapat vaksinasi primer dosis 

lengkap.   

H. Metode Penelitian 

Suatu penelitian akan memberikan hasil penelitian yang optimal dan 

terarah adalah hal yang bisa dicapai salah satunya karena terdapat metode 

penelitian yang digunakan didalamnya. Adapun beberapa pembahasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yakni 

penelitian yang dilakukan di lapangan (field research) sebagai lokasi 

penelitian atau tempat studi kasus sehingga memperoleh data baik 

berupa data lisan maupun data berbentuk dokumen. 

Dalam buku yang ditulis oleh Muhaimin, dijelaskan oleh Abdulkair 

bahwa Dijelaskan oleh Abdulkair Muhammad didalam buku yang 

ditulis oleh Muhaimin, bahwa penelitian hukum empiris tidak terdapat 

pemahaman yang bertolak belakang dengan aturan peraturan 

perundang-undangan atau hukum positif tertulis sebagai data sekunder, 
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akan tetapi data primer dapat diambil dari perilaku nyata pada suatu 

lokasi penelitian lapangan (field research).24  

Berdasarkan jenis penelitian diatas, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif  karena bahan atau data penelitian yang didapat di lapangan 

melalui wawancara kepada pihak terkait serta dokumen yang ada 

selanjutnya akan dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif agar 

menjadi suatu gambaran yang utuh.25 

2. Sumber Data 

Penelitian ini tidak hanya bertumpu pada sumber hukum atau aturan 

perundang-undangan saja, namun juga merujuk pada data-data lain 

seperti wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. 

Sehingga penggunaan kata yang dipilih yakni sumber data, bukan 

sumber hukum. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

mengkaji penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang diantaranya 

adalah: 

a. Sumber Data primer, yakni perolehan data dari sumber utama. 

Sumber data diperoleh dari data lapangan yang berasal dari 

responden dan informan termasuk para ahli yang menjadi 

narasumbernya.26 Adapun Wawancara terhadap Satuan Reserse 

                                                                 
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 

2020), 81.  
25 Ibid., 106. 
26 Muhaimin, 89. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

20 
 

 

Kriminal Polrestabes Surabaya adalah sumber data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder, yakni data kepustakaan yang diperoleh dari 

buku, jurnal atau hasil penelitian dan dokumen-dokumen meliputi 

bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan.27 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknis dalam pengumpulan data yang dilakukan  

guna memperoleh data pada penelitian yuridis empiris atau penelitian 

lapangan (field research) sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses dialog atau kominasi dua arah 

yang dilakukan antara peneliti dan responden, informan atau 

narasumber.28 Untuk mendapatkan data yang valid sehingga 

ditemukan akar permasalahan serta proses penyelesaian yang tepat, 

maka dilakukan proses wawancara dengan pihak Satreskrim 

Polrestabes Surabaya guna mendapatkan informasi terkait kasus 

yang diangkat.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan infomasi 

berupa buku, data, arsip serta gambar berupa laporan yang dapat 

dijadikan sumber penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi 

                                                                 
27 Muhaimin, 90. 
28 Ibid., 96. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

21 
 

 

yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan Pengedaran 

sediaan farmasi vaksin booster yang terjadi di Kota Surabaya. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data dikumpulkan, maka hal yang harus dilakukan 

berikutnya yakni mengolah data secara runtut dan sistematis 

sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahap menganalisis 

data. Teknik yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian 

ini yakni sebagai berikut : 

a. Editing 

Proses peninjauan kembali pada data yang  telah 

dikumpulkan. Pemeriksaan tersebut meliputi  kelengkapan data, 

kejelasan dan kebenaran data serta relevansinya dengan topik 

penelitian tanpa melakukan perubahan terhadap data yang 

diperoleh. Dalam hal ini penulis mengkaji serta meneliti kembali 

terhadap sumber data yang telah terkumpul yakni data dari hasil 

wawancara serta yang didapat dari sumber kepustakaan. 

b. Organizing 

Proses mengelompokkan dan menyusun data-data yang telah 

melewati tahap editing. Penyusunan data tersebut dilakukan 

dengan sistematis, sehingga data dapat dianalisis dengan mudah 

dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.\ 
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c. Analizing 

Proses menganalisis data agar dapat mengahasilkan kesimpulan 

terkait permasalahan atau topik yang akan dikaji. Data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan teori 

dan materi terkait sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang 

telah dipaparkan sebelumnya. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data dari penelitian ini, teknik yang 

digunakan ialah deskriptif analitis, yakni cara analisis suatu data 

penelitian yang diperoleh baik secara tertulis, lisan atau tingkah 

laku kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh sehingga 

menghasilkan data dalam bentuk rangkaian kalimat yang runtun, 

teratur dan logis sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan 

baik. Data yang diperoleh pastinya diperiksa kembali terkait 

kualitas dan relevansi dengan materi penelitian. Dalam hal ini 

terkait pengedaran sediaan farmasi vaksin booster yang terjadi di 

Kota Surabaya. 

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir 

deduktif, yakni pola pikir yang terlebih dahulu dimulai dari 

pembahasan umum kemudian dipersempit dan dikerucutkan pada 

pembahasan yang khusus. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menggambarkan pola pembahasan pada skripsi ini, 

maka akan disampaikan terkait uraian isi pembahasannya sebagai 

berikut:  

Bab Pertama adalah pembahasan pendahuluan, yang berisi 

berisi latar belakang yang akan mengurai tentang apa yang menjadi 

akar dan pokok masalah kemudian mengambil fokus permasalahan 

atau rumusan masalah yang dalam hal ini akan menjadi fokus 

penelitian. 

Bab Kedua adalah landasan teori atau kerangka konseptual 

tentang tindak pidana pengedaran sediaan farmasi, definisi, unsur 

serta pertanggung jawaban pidananya sesuai dengan hukum positif 

dan hukum Pidana Islam.  

Pada bab Ketiga dimuat tentang temuan dari hasil 

penelitian, adapun didalamnya meliputi tentang Peraturan 

perundang-undangan terkait pelaksanaan vaksinasi dalam rangka 

penanggulangan Covid-19, Standart Operasional Prosedur 

pelaksanaan vaksinasi, dan praktik pengedaran sediaan farmasi 

vaksin booster di Kota Surabaya. 

Bab Keempat adalah analisis terkait penegakan hukum 

terhadap praktik Pengedaran Ketersediaan Farmasi Vaksin Booster 

yang terjadi di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 39 
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Tahun 1999 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (KUHP) serta dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. 

Pada Bab Kelima adalah penutup yang dituliskan 

didalamnua tentang kesimpulan beserta saran yang diperoleh dari 

hasil penelitian. 
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BAB II 

SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DALAM HUKUM POSITIF DAN 

HUKUM PIDANA ISLAM 

A. . Konsep Menjaga Kesehatan Dalam Hukum Positif 

Kesehatan adalah bentuk kebutuhan dasar semua manusia, dan oleh 

karena itu kesehatan adalah hak semua masyarakat, dilindungi oleh hukum. 

Semua negara mengakui bahwa kesehatan telah menjadi aset berharga 

untuk kemakmuran. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan 

akan mengarah pada pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai 

kehidupan masyarakat yang kaya. Padahal, di Indonesia yang merupakan 

negara berkembang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah 

diperlukan peran pemerintah melalui pelayanan publik dan pemenuhan 

kebutuhan dasar daerah. kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar 

lainnya.29 

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat 

dibutuhkan, terutama dalam bentuk pelayanan medis yang komprehensif. 

Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, seperangkat hak 

yang melekat pada alam dan keberadaan. Anugerah manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati. Ia dilindungi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

                                                                 
29 Hubaib Alif Khariza, “Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-

Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Nasional,” Kebijakan dan Manajemen Publik 3 (2015), 1. 
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terpeliharanya kehormatan dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi 

manusia, kesehatan adalah hak semua orang dan negara berkewajiban 

untuk menghormati, mendukung, dan melindunginya.30 

Selain sarana dan pranata sosial, hukum menjadi salah satu acuan 

pengaturan, penertiban, dan pemberian solusi atas berbagai persoalan di 

masyarakat. Hermin Herdiati Koeswadji mengatakan bahwa hukum 

memiliki tiga fungsi utama. Artinya, kemampuan menjaga keamanan 

masyarakat, menegakkan hukum dan peraturan secara tertib, dan 

menyelesaikan konflik. Dengan demikian, kerja hukum sangat tergantung 

dan dipengaruhi oleh sistem lain seperti ekonomi, masyarakat, budaya, 

adat (kebiasaan), pengetahuan, pendidikan, agama, lingkungan, politik, 

dan lain-lain. 

Ditinjau melalui sisi pemenuhan hak dasar atas kesehatan warga 

negara, tanggung jawab yang memiliki oleh pemerintah adalah untuk 

memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan medis 

yang layak dan optimal. Dengan menerapkan norma-norma hak asasi 

manusia yang ada kaitannya dengan hak kesehatan, negara harus mematuhi 

prinsip-prinsip untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 

kewajibannya:31 

                                                                 
30 Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial, ” Mimbar Keadilan (2015). 

31 Dedi Affandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, ” Jurnal Ilmu Kedokteran (2008) 
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a. Tersedianya pelayanan kesehatan; 

b. Terdapat sksesibilitas; 

c. Penerimaan; serta 

d. Kualitas  

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan 

sosial dan mengatur kewajiban negara untuk memenuhi jaminannya adalah 

dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional 

adalah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan 

perlindungan sosial dan kepastian kesejahteraan bagi masyarakat. Dari 

lahirnya manusia sampai matinya manusia, sehingga tidak bisa 

dibandingkan dengan aspek kehidupan manapun, yaitu warga negara yang 

tidak ikut campur dengan pemerintah..32 

Vaksin adalah produk atau zat yang merangsang sistem kekebalan 

tubuh manusia (imunologi) dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. 

Vaksinasi adalah prosedur dimana vaksin disuntikkan pada tubuh untuk 

memancing sistem kekebalan tubuh dan menghasilkan kekebalan terhadap 

penyakit. Imunisasi adalah proses melindungi tubuh manusia dari penyakit 

selama proses vaksinasi, dan kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk 

melawan penyakit. 

Vaksin Covid-19 diberikan hingga tubuh mampu mengenali virus, 

membangkitkan dan merangsang pembentukan kekebalan, serta melawan 

virus di dalam tubuh. Vaksinasi diharapkan dapat mengurangi kasus yang 

                                                                 
32 Aries Harianto B.S, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2009) 
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dikonfirmasi, mempertahankan produktivitas lokal, melindungi kesehatan 

masyarakat dan meningkatkan kekebalan kelompok. Setidaknya 70% dari 

populasi divaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok. Vaksin 

COVID yang digunakan telah melalui uji praklinis dan klinis oleh BPOM 

untuk memastikan kualitas dan keamanannya. 

Dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia, 

pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan 

warganya. Infeksi Virus Corona 2019 (Covid-19) Komitmen Pemerintah 

untuk melakukan 3T (testing, tracing, treatment) dimulai dengan 

penetapan keadaan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden 11/2020 

tentang Penyelesaian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk 

dilaksanakan. Penerapan vaksin Covid-19 di Indonesia menghadapi banyak 

kendala di masyarakat. Sementara beberapa orang mendukung program 

vaksinasi Covid-19 ini, banyak yang skeptis tentang efektivitas dan 

kemanjuran vaksin Covid-19. Oleh karena itu, terdapat pro dan kontra 

mengenai pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Salah satu masalah hukum 

yang terkait dengan vaksinasi ini adalah hak atau kewajiban. Seperti yang 

telah disebutkan di awal, banyak aktivis dengan tegas menegaskan bahwa 

penolakan terhadap vaksin adalah hak asasi manusia. Mereka 

menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut penulis, vaksinasi Covid-19 

merupakan salah satu solusi yang tentunya diterima oleh masyarakat luas. 
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Banyak yang menolak untuk divaksinasi, tetapi ini adalah langkah yang 

tepat bagi pemerintah dalam hak dan kewajiban semua masyarakat. 

1. Tindak Pidana  

Hukum pidana adalah aturan yang terikat dan mengatur hal yang 

berhubungan dengan pidana.33 Makna tersebut telah disampaikan oleh Mustafa 

Abdullah dan Ruben Ahmad yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan 

hukum terkait delik yang dapat dikenai dengan hukuman pidana.34 Umumnya 

unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibagi  sebagai berikut: 

a. Unsur Tindakan manusia. 

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga 

pengertian perbuatan (feit), yakni:35 

1) Perbuatan (feit), adanya kejadian kejahatan (delik ). 

2) Perbuatan (feit), terdapat perbuatan yang didakwakan. 

3) Perbuatan (feit), perbuatan material, jadi perbuatan itu 

terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.  

b.  Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 

Terdapat beberapa pengertian terkait melawan hukum 

(Wederrechtelijk) dalam hukum pidana, yakni:36 

                                                                 
33 Wirjono Prodjodikoro,1986,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat Eresco, 

Bandung, 1. 
34 Mustafa Abdullah, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 1993, 9. 

35 Zainal Abidin, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Jakarta 1995, 175 

 
36 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990, 151.  
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1) Menurut Simons, yang diartikan sebagai melawan hukum 

adalah “bertentangan dengan hukum”, tidak hanya yang 

berkaitan dengan hak orang lain (hukum subjektif), tetapi juga 

yang mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi 

Negara. 

2) Menurut Noyon, yang diartikan sebagai melawan hukum adalah 

yang bertentangan dengan hak orang lain. 

3) Menurut Hoge Raad dengan putusannya pada tanggal 18 

Desember 1911  W  9263, yang dimaksud dengan melawan 

hukum adalah “tanpa wenang” atau “tanpa hak”. 

Dalam pidato yang disampaikan oleh Nico Keijzer pada 

Penataran Nasional Hukum Pidana di Universitas Diponegoro 

Semarang menyampaikan bahwasanya dalam kajian hukum pidana 

istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna yang berbeda, 

yakni:37 

1)  Sifat melawan hukum formil. 

Sifat melawan hukum formil artinya segala aspek dari unsur 

delik telah terpenuhi, yang mana dalam hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan telah melanggar ketentuan pidana  menurut  

undang-undang.38  Sifat melanggar hukum formil ini merupakan 

                                                                 
37 Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang: Nusantara Persada Utama, 

2017), 49 
38 Ibid. 
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persyaratan agar dapat menjatuhkan hukuman atas perbuatan 

pidana berdasarkan asas legalitas. 

2)  Sifat melawan hukum materil. 

Melawan hukum materiil berarti melanggar atau 

membahayakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh 

anggota parlemen ketika melakukan kejahatan tertentu.39 

Dalam hal delik materil atau de facto de facto de facto, sifat zat 

yang tidak sah dimasukkan dalam rancangan delik itu sendiri, 

dan dengan demikian bukti sifat zat yang tidak sah dimasukkan 

dalam pedoman penyusunan delik. Dalam kejahatan ini, konsep 

karakter ilegal dan karakter fisik umumnya digabungkan.  

3)  Sifat melawan hukum umum. 

Sifat melawan hukum materiil berarti pelanggaran atau 

membahayakan kepentingan hukum yang dimaksudkan untuk 

dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam melakukan 

kejahatan tertentu. Dalam suatu kejahatan berat atau kejahatan 

yang dirumuskan secara materiil, pembuktian sifat melawan 

hukum dari hal tersebut termasuk dalam alat bukti untuk 

memformalkan kejahatan tersebut, karena sifat melawan hukum 

dari kejahatan tersebut termasuk dalam susunan kata dari 

kejahatan itu sendiri. Dalam kejahatan-kejahatan tersebut, 

                                                                 
39 Ibid. 
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pengertian pelanggaran hukum resmi dan sifat pelanggaran 

hukum materiil secara umum disatukan. Misalnya, dalam 

perumusan pembunuhan, kepentingan hukum yang 

melatarbelakanginya melanggar kehidupan. Sebaliknya, dalam 

kejahatan formal atau resmi tidak perlu dibuktikan karena 

kejahatan itu sendiri tidak mengandung harta benda yang 

melanggar hukum fisika. 

4)  Sifat melawan hukum khusus. 

Sifat melawan hukum khusus (berkaitan dengan suatu undang-

undang yang merupakan bagian dari undang-undang) 

mempunyai arti khusus bagi setiap unsur pidana yang 

terkandung di dalamnya, dan sifat melawan hukum tersebut 

menjadi bagian dari aturan hukum atau ketentuan hukum dan 

dapat disebut sebagai tahapan. bersifat ilegal.40 

2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) 

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu Criminal atau kejahatan 

dan Liability yang memiliki arti yakni kewajiban atau tanggung jawab. Makna 

Bahasa Indonesia criminal liability masih belum bisa dikatakan sebagai 

”pertanggungjawaban kejahatan” akan tetapi diartikan berbeda sebagai 

“pertanggungjawaban Pidana”, sehingga dari dua kata tersebut mempunyai 

maksud beserta tujuan yang berbeda serta perlu dilakukan penafsiran lebih lanjut 

agar mendapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “ 

                                                                 
40 Ibid, 50. 
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pertanggungjawaban ”. 

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan 

pendapat Martiman Prodjhamidjojo mengatakan bahwa unsur-unsur 

subjektif adalah ketika terdapat sebuah tindakan yang salah dalam bentuk 

kesengajaan dan kealpaan, sehingga tindakn yang melawan hukum itu 

dapat dimintai pertanggung jawaban. Adapun yang termasuk dalam unsur- 

unsur subjektif yaitu:41 

1. Kesalahan 

2. Kesengajaan 

3. Kealpaan 

4. Perbuatan 

5. Sifat melawa nhukum. 

Unsur objektif adalah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersamaan dengan itu harus ada unsur melawan hukum. Yang 

termasuk dalam unsur objektif yaitu: 

1. Perbuatan 

2. Sifat melawanhukum. 

3. Sanksi  

B. Konsep Menjaga Kesehatan Dalam Hukum Islam 

                                                                 
41 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap 

Indonesia, 2012 
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Manusia pada umumnya adalah makhluk yang mulia. Oleh karena 

itu, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk memperhatikan dan 

merawat orang lain ketika mereka sakit, meskipun mereka tidak seagama. 

Aspek kemanusiaan yang kuat yang ditanamkan Islam pada anak-anak 

memungkinkan dokter Muslim dari segala usia dalam peradaban Islam 

untuk berinteraksi dengan pasien berdasarkan fakta bahwa mereka adalah 

manusia dan bukan tanpa emosi.42  

Dokter dalam menjalani profesinya juga tidak berdasarkan prinsip 

meminta dan mengambil upah dari pasien. hubungan dengannya selalu 

berdasarkan pandangan bahwa orang yang sakit atau pasien adalah manusia 

yang sedang mengalami krisis  dan tentunya membutuhkan pendampingan 

serta pengobatan. Bantuan yang diberikan oleh tenaga medis tidak hanya 

sebatas tindakan penyembuhan secara medis saja, akan tetapi juga merujuk 

pada bantuan psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. 

Dengan perbuatan yang mulia ini, para dokter atau petugas medis 

berinteraksi dengan orang-orang yang sakit. Pelayanan medis yang 

berkualitas diberikan kepada orang yang sakit di bawah naungan negara 

tanpa adanya pembeda antara yang kaya dan miskin, berkulit putih dan 

hitam, pejabat dan rakyat biasa, orang muslim dan non muslim,bahkan 

layanan kesehatan diberikan tanpa dipungut biaya, sehingga siapapaun 

orang yang sakit dapat merasakan kepuasan pelayanan yang terbaik tanpa 

                                                                 
42 Ashadi L Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan 
Kedokteran),(Sleman: CV Budi Utama, 2017), 207. 
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memperhatikan dan terfokuskan pada status sosial dalam masyarakat. 

Kedokteran Islam memiliki prinsip bahwa segala penyakit yang menimpa 

manusia adalah ujian yang datang dari Allah swt. Oleh karenanya, hanya 

Dialah yang dapat menyembuhkan. Tak hanya itu, setiap orang wajib 

melakukan ikhtiar dan berupaya dalam menjaga kesehatan serta mencari 

obat untuk kesembuhannya.43  

Praktik pengobatan Islami mencakup segala upaya untuk 

memelihara kesehatan dan mengobati berbagai penyakit baik secara 

individu maupun kolektif. Tentu saja, upaya ini tidak bertentangan dengan 

Al-Qur'an dan hadits. Karenanya, kedokteran Islam mencakup hal-hal yang 

merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, seperti pencegahan 

penyakit, pengobatan, dan akses terhadap obat-obatan.. Namun beberapa 

hal itu, praktik kedokteran Islam tidak boleh mengabaikan aspek-aspek 

Akidah, Akhlak, Fikih, Sirah, Dan Kafa’ah. 

Sebagai rujukan pembelajaran dan keteladanan, pelaksanaan 

praktik kedokteran dalam Islam dapat dipelajari dari sirah nabawiyah dan 

sirah para sahabat yang didalamnya membahas terkait praktik yang telah 

terjadi pada masa keemasan kedokteran Islam. Terkait dengan kafa’ah 

(kompetensi), meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

dokter muslim dituntut untuk selalu belajar dari perkembangan yang telah 

                                                                 
43 Eli Zabeth Tara dan Eddy Soetrisno, Buku Pintar Kesehatan (Jakarta:Intimedia), 4. 
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terjadi pada zaman modern saat ini. Sehingga dapat melaksanakan praktik 

kedokteran dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang diharapkan.44 

Guna membantu sesama manusia yang membutuhkan pengobatan 

dan menjaga kesehatan, Islam memberikan perhatian penuh terhadap dunia 

kesehatan dan kedokteran. Hal yang sangat diperlukan untuk beribadah, 

bekerja serta menjalankan aktivitas lainnya adalah Kesehatan.45 Islam 

selalu memerintahkan agar setiap individu untuk mengkonsumsi makanan  

yang baik dan halal adalah, sebab makanan menjadi salah satu hal yang 

menentukan sehat atau tidaknya seseorang. 

تم ٱلشَّيأطٰٓنم ۚ إمنَّهۥُ لٰكُ  ٰرأضم حٰلٰٓلاا طٰي مباا وٰلا ت ٰتَّبمعُوا۟ خُطوُٰٓ َّا فِم ٱلْأ يٰ ُّهٰا ٱلنَّاسُ كُلوُا۟ مِم مأ يَأٰٓ

  عٰدُوٌّ مُّبميٌن 

Artinya :  

Hai sekalian manusia, konsumsilah makanan yang halal dan baik 

dari apa yang ada di bumi, dan janganlah engkau menuruti nafsu 

syaitan karena sebenarnya syaitan itu ialah musuh yang real 

bagimu. (QS al-Baqoroh/2: l68) 

Dalam Islam, makanan yang halal bukan menjadi satu-satunya hal 

yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan, melainkan makanan yang 

harus disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan, baik dari bahannya, 

kualitasnya maupun jumlah takarannya.46 Karena hal tersebut, sebagian 

besar penyakit penyebab terjangkitnya penyakit adalah oleh makanan yang 

                                                                 
44 Nur’ain Yasin, Fikih Kedokteran (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), 3. 
45 FKM UI. Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat (Jakarta: BPKM- FKMUI), 33-34. 
46 Ade Hashman, Rahasia Kesehatan Rasulullah (Jakarta: Noura Books, 2012), 46. 
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dikonsumsi sehari-hari. Islam menganjurkan umat muslim agar senantiasa 

menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, hal itu menjadi salah satu  

bentuk perhatian Islam terhadap kesehatan. Oleh karena itu, Islam 

menekankan bahwa pola hidup menjaga kebersihan adalah bagian dari 

keimanan seorang muslim, hal ini sejalan dengan prinsip yang mengatakan 

bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan pun juga sebagian dari 

iman. Bahkan, anjuran untuk menjaga kebersihan dalam Islam bersifat 

lebih komprehensif karena telah mencakup kebersihan lahir dan batin.47 

Berkenaan dengan hal terkait, pelaksanaan praktik kedokteran 

adalah perintah agama atas pelayanan kepada masyarakat yang disebut 

fard}u kifa>yah yang mana dalam hal ini dibebankan tanggung jawab kepada 

beberapa korporat guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta 

pengobatan terhadap masyarakat yang bisa diterima bagi semua orang 

tanpa memandang ras, agama, dan status sosialnya. Kewajiban tersebut 

menjadi salah satu bentuk tugas pemerintah untuk menjamin 

keberlangsungan pelayanan kesehatan terhadap para petugas medis dalam 

berbagai bidang kesehatan. Dalam Islam, ini menjadi hal wajib 

dilaksanakan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya. Kesehatan 

harus menjadi tujuan melalui dokter yang menjalankan proses pengobatan 

dengan usaha dari pasien dalam berobat.48 

                                                                 
47 FKM UI, Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat, 49 

48 Ashadi L Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan 
Kedokteran),(Sleman: CV Budi Utama, 2017), 212. 
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1. Maqoshid Asy-Syari’ah Dalam Kesehatan 

Islam sangat mengutamakan perlindungan bagi setiap individu, 

yakni melalui perlindungan yang diberikan untuk semua urusan individu, 

baik yang bersifat materi dan non materi. Rincian perlindungan tersebut, 

dibahas dalam buku-buku fikih, namun pada kesimpulannya terdapat lima 

yakni menjaga agama (H{ifz} Al-Di>n), menjaga jiwa (Hifz} Al-Nafs), menjaga 

akal (H{ifz} Al-‘Aql), menjaga kehormatan (H{ifz} Al-Nasl Wa Al-‘Arad }), dan 

menjaga harta benda (H}ifz} Al-Mal).49 

Tujuan Hukum Islam dalam kaitannya dengan kedokteran atau 

maqa>s}id al syari>’ah fi> al-t}ibb ( الطب في الشريعة مقاصد ), yaitu memelihara 

Agama (HiIfz} Al-Di>n), terutama melibatkan ibadah dalam arti makna yang 

dalam bahwa usaha adalah wujud dari sebuah ibadah. Keseimbangan dalam 

kesehatan jiwa juga diutamakan untuk dapat memahami akidah dan 

mencegah ide-ide palsu yang berpotensi dapat merusak akidah.50 

a. H}ifz} Al-Nafs (Menjaga Kehidupan) 

Dalam memelihara hidup dalam dunia kedokteran juga 

memenuhi tujuan maqa>s}id al-syari@‘ah kedua, yakni memelihara, 

menjaga kehidupan (h}ifz} al-nafs). Seorang dokter tidak dapat 

mengulur waktu atau menunda kematian karena hal tersebut adalah 

rahasia Ilahi atau bisa kita pahami bahwa hidup dan mati hanya ada 

di tangan Allah. Namun, dokter hanya membantu menjaga 

                                                                 
49 Ibid., 216 
50 Ibid. 
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kehidupan agar tetap sehat serta dapat menjadi tubuh yang sehat 

hingga kematian tiba. 

Dokter mempunyai peran besar dalam menja 

keberlangsungan hidup melalui upaya memaksimalkan tujuan 

pengobatan seperti memberikan obat sesuai dengan penyakit yang 

diderita dan dosis yang jelas, sehingga pasien bisa terhindar dari 

salah mengkomsusmsi obat dan over dosis, walaupun obat tersebut 

bisa menggangu akal yang penting bisa menyelamatkan jiwa atau 

nyawa pasien. Karena pengetahuan seorang dokter harus digunakan 

untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan 

pasiennya. 

b. Hifz} Al-‘Aql (Memelihara Akal) 

Memelihara akal, hifz} al-‘aql, akal adalah poros 

pengetahuan, cahaya petunjuk, serta kebahagian manusia didunia 

dan akhirat. Bersama dengan akal, manusia bisa membedakan yang 

hak dengan yang batil. Melalui akal, manusia mampu memperoleh 

petunjuk menuju ma’rifat kepada Tuhan. Setiap kali manusia 

mengoprasikan pikiran dan akalnya, meng- gunakan mata hati dan 

perhatiannya, maka akan memperoleh rasa aman, merasakan 

kedamaian dan ketenangan dalam masyarakata atas harta, jiwa, 

kehormatan dan kemerdekaannya.51  

                                                                 
51 Ibid., 218 
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Islam memberikan perintah kepada manusi agar terus 

menjaga akal, mencegah terjadinya penganiayaan yang hendak 

diberikan kepadanya atau yang dapat mengakibatkan rusaknya dan 

berkurangnya akal. 

  

c. H}ifz} Al-Nasl Wa Al-Ard (Memelihara Keturunan) 

Kemudian memelihara keturunan, h}ifz} al-nasl wa al-ard}. 

Islam memberikan banyak perhatian untuk memastikan martabat 

manusia dan memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia. 

Misalnya dokter kandungan dalam memelihara keturunan harus 

betul- betul memperhatikan keselamatan ibu dan bayinya, akan 

tetapi apabila salah satu dari keduanya yang harus dikorbankan, 

maka terlebih dahulu anaknya yang dikorbankan karena anak tidak 

mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, akan tetapi ibu 

mempu-nyai tanggung jawab kepada suaminya dan keluarga 

lainnya. 

d. H}ifz} Al-Ma>l (Menjaga Harta)  

Memelihara harta, h}ifz} al-ma>l, ketertarikan manusia untuk 

mengumpulkan harta demi memelihara harkatnya pun juga 

meningkatkan kesenangan secara lahir dan bathin, namun beberapa 

ketertarikan tersebut harus memiliki batasan, yakni mengumpulkan 

harta yang halal, dipakai untuk sesuatu yang berkah, dan dari harta 

yang dikumpulkan tersebut wajib dikeluarkan sebagai zakat. 
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Kaitainnya dengan melakukan pengobatan medis dalam 

memelihara harta, h}ifz} al-ma>l seorang petugas medis atau tenaga 

medis lainnya, dalam melaksanakan tugas medis harus betul-betul 

memahami penyakit pasiennya dan tidak boleh menebak-nebak atas 

penyakit pasiennya dalam hal ini sebagai kelinci percobaan, karena 

hal tersebut bisa mengakibatkan terkurasnya harta pasien dalam 

membeli obat dan lainnya dsebabkan karena kesalahan resep dari 

dokter. Dalam Islam harta yang baik berasal dari bagaimanacara 

memperolehnya sesuai yang dianjurkan oleh agama bukan dari hal-

hal yang tidak baik. Sehingga harta yang kita dapatkan bisa 

mendapatkan berkah dari Allah swt.52 

2. Macam-Macam Jarimah  

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kata fikih 

jinayat yakni segala ketetapan hukum terkait tindak pidana atau peristiwa 

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari 

pemahaman atas berbagai dalil hukum yang telah dirinci dari al-Qur’an dan 

hadis. Dalam arti yang umum Jinayah adalah setiap perbuatan yang tidak 

diperbolehkan ole syariat, perbuatan itu bisa saja dilakukan terhadap jiwa, 

harta, maupun pada yang lain. 53 

                                                                 
52 Ashadi L Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan 

Kedokteran),(Sleman: CV Budi Utama, 2017), 221 
53 Ibid., 283 
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Agama melarang segala bentuk sabotase yang disengaja terhadap 

orang atau makhluk hidup lainnya, dan perilaku tersebut dianggap sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan, hal tersebut disebut dengan jinayat atau 

istilah lain adalah Jari@mah. Salah satu tujuan hukum pidana (al-ah}ka>m al-

jina>’iyah) yaitu yang ada kaitannya dengan tindak kriminal setiap mukalaf 

dan dibebankan tanggung jawab berupa hukuman untuk pelaku kriminal 

serta memelihara kestabilan hidup manusia, harta kekayaan, kehormatan 

dan hak kewajibannya.  

Larangan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang dan 

mengabaikan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat melalui nas Al-

Qur’an atau hadits, sementara had adalah penetapan hukuman yang sudah 

ditetapkan oleh Allah, lain halnya dengan Ta’zir. Adapun pengertiannya 

ialah hukuman atau pembelajaran yang banyak atau sedikitnya ditetapkan 

oleh penguasa atau hakim.54  

Melihat beberapa uraian yang tersampaikan diatas dapat diketahui 

bahwa unsur-unsur Jari@mah, yaitu: 

a. Rukun Syar‘i@  (unsur formil), yaitu ayat atau nass yang didalamnya 

berisi larangan serta terdapat ancaman dalam perbuatan tersebut. 

b. Rukun Maddi@ (unsur materiil), yaitu terdapat sebuah perbuatan 

yang termasuk jari@mah. 

c. Rukun Adabi@ (unsur moril), yaitu seseorang yang bisa dibebankan 

                                                                 
54 Ibid., 285 
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pertanggungjawaban terhadap Jari@mah yang telah diperbuatnya.55 

Jika ditinjau dari sisi berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi 

menjadi 3 macam, yaitu:  

a. Jarimah Hudud 

Jarimah Hudud merupakan jarimah dari sisi 

pertanggungjawabannya paling berat Jarimah Hudud adalah wujud jarimah 

yang terkait dengan kepentingan publik. Tapi dengan demikian tidak 

menutup kemungkinan bahwa jarimah hudud juga ada kaitannya dengan 

kepentingan pribadi. Jarimah hudud ialah perbuatan yang 

pertanggungjawabannya berupa hukuman had. 

Pengertian hukuman had yang disampaikan oleh Abdul Qadir 

Audah adalah pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan oleh syara’ dan 

juga merupakan hak Allah.56  

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, terdapat tujuh macam 

jarimah yang tergolong dalam jarimah hudud yakni: 

1) Zina. 

2) Murtad (riddah). 

3) Pemberontakan (al-baghy). 

4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf). 

                                                                 
55 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 
56 Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena 

Aceh, 2020, 67. 
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5) Pencurian (sariqah). 

6) Perampokan (hirabah). 

7) Minum-minuman keras (shurb al-khamar). 

Oleh karena itu, hukuman yang termasuk dalam hak Tuhan adalah 

hukuman apa pun yang diinginkan oleh kepentingan umum (masyarakat), 

seperti menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, dan seluruh 

masyarakat akan merasakan manfaat dari penerapan hukuman ini.57 

b. Jarimah Qishash dan Diyat 

Selanjutnya adalah jarimah qishash dan diyat. Jarimah qishahs-

diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau 

pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.58 

Yang menjadi tujuan dari kejahatan ini adalah tubuh manusia, baik 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam hukum 

postitif, jarimah qishash dan diyat ini tegolong sebagai kejahatan 

terhadap manusia atau crime against person. \ Adapun perbuatan yang 

tergolong dalam jarimah qishos dan diyat diantaranya adalah: 

1) Pembunuhan sengaja 

2) Pembunuhan menyerupai sengaja 

3) Pembunuhan karena kesalahan 

                                                                 
57 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks 
Modernitas, As Syaamil, Bandung, 2001, 22. 

58 Marfuatul Latifah, Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishosh-Diyat Pada Hukum Positif 
Melalui RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 1, 2011, 135. 
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4) Penganiayaan sengaja 

5) Penganiayaan tidak sengaja 

Baik qishash maupun diyat, keduanya adalah ketentuan 

pertanggung jawaban yang telah ditentukan oleh syara’. Adapun yang 

menjadi pembeda dengan hukuman had adalah berada pada hak 

pemberi hukuman. Jika hukuman Had sudah jelas menjadi hak Allah, 

tetapi qishash dan diyah merupakan hak manusia. Disamping itu, 

Perbedaan lainnya adalah karena qishash adalah hak orang tua, korban 

atau keluarganya dapat memaafkan atau menghentikan hukuman, 

tetapi mereka tidak dapat memaafkan atau menghentikan hukuman 

yang telah diterima.Jarimah qishash–diyat terkadang disebut oleh para 

fuqaha’ denga jinayat atau al-jirrah atau ad-dima.59 

c. Jarimah Ta’zir. 

Pengertian Ta’zir berdasarkan bahasa ialah ta’dib yang memiliki 

arti memberi pelajaran. Ta’zir juga diberi arti dengan ar-raaddu wal 

man’u yang artinya mencegah dan menolak. Sedangkan menurut 

istilahpengertian Ta’zir yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi 

adalah: 

الحدود فيها تشرع لم ذنوب على تأديب التعزير   

                                                                 
59 Sulaiman Rasyid, Hukum Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 149 
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Artinya: Ta’zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang 

belum ditentukan hukumnya oleh syara’. 

Berdasarkan penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan Ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh 

syara’ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil 

amri atau hakim.60 Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut: 

Abdul Aziz Amir membagi jari>mah ta’zir secara rinci kepada 

beberapa bagian, yaitu:61 

1) Jari>mah ta’zir  berhubungan dengan pembunuhan; 

2) Jari>mah ta’zir  berhubungan dengan pelukaan; 

3) Jari>mah ta’zir berhubungan dengan kejahatan terhadap 

kehormatan dan kerusakan akhlak; 

4) Jari>mah ta’zir  berhubungan dengan harta; 

5) Jari>mah ta’zir berhubungan dengan kemaslahatan individu; 

6) Jari>mah ta’zir yang berhubungan dengan keamanan umum.  

C. Macam - Macam Tindak Pidana Dalam Bidang Kesehatan 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah 

dikkasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana dalam bidang kesehatan. 

                                                                 
60 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 

Hal. xii 
61 Ibid., 256 
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Adapun jumlah tindak pidana yang terlah diklasifikasi dalam UU ini 

terbagi menjadi sebelas pasal. Diantaranya adalah:62  

1. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja  memberikan 

pertolongan pertama kepada pasien  dalam keadaan  darurat. 

Sehubungan dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009, menetapkan: bahwa : 

(1)  “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan &/atau energi 

kesehatan yg melakukan praktik atau pekerjaan dalam 

fasilitas pelayanan kesehatan yg menggunakan sengaja 

nir menaruh pertolongan pertama terhadap pasien yg 

pada keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana 

menggunakan pidana penjara paling usang   2 (2) tahun & 

hukuman  paling poly Rp. 200.000.000,00”  

(2)  “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

mengakibatkan tidak mampu bekerja atau meninggal 

dunia, kepala pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 

kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak. dari Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

                                                                 
62 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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Disebutkan pula pada Pasal 85 ayat (2) bahwa sarana 

pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

yang terjadi disaat terjadu peristiwa bencana alam, pelayan 

medis dilarang untuk tidak menerima pasien atau meminta uang 

terlebih dahulu.  

Berdasarkan pengaruh hukum (pidana), terdapat tiga 

alasan yang masuk dalam keadaan darurat, diantaranya adalah 

sebagai berikut :63 

a. Terdapat dua dan lebih kepentingan hukum yang saling 

berhadapan. Oleh karena sifat dan keadaannya maka tidak 

mungkin menegakkan semua kepentingan hukum tersebut, 

melainkan harus memilih salah satu; 

b. Terdapat dua atau lebih kewajiban hukum yang saling 

berhadapan dikarena sifatnya yang tidak mungkin untuk 

menegakkan kedua-duanya; 

c. Terdapat perlawanan antara kewajiban dan kepentingan 

hukum. Oleh karena itu sifatnya tidak mungkin melindungi 

kepentingan hukum sekaligus memenuhi kewajiban hukum. 

Jika tenaga kesehatan yang ada menemukan pasien 

dalam keadaan darurat yang perlu diberikan pelayanan medis 

                                                                 
63 Bambang Tri Bawono, Sanksi Hukum Pidana Dalam Malpraktik Bagi Profesi Medis, Hasil 

Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, 80. 
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kepada pasien lain yang kondisinya lebih ringan, tenaga 

kesehatan perlu memberikan bantuan kepada pasien dalam 

keadaan darurat tersebut. Keselamatan nyawa pasien. Ini adalah 

kewajiban hukum bagi profesional kesehatan untuk 

memberikan layanan medis. 

Tindak pidana yang ada terdapat bisa sebagai 

malpraktik kedokteran bila menyebabkan dampak cukup 

merugikan kesehatan fisik serta psikis atau nyawa si pasien   

pada keadaan darurat. Oleh lantaran itu, bila muncul dampak 

contohnya kematian maka dokter bertanggung jawab terhadap 

tindakannya tersebut. 

2. Tindak pidana yang dilaksanakannya praktik pelayanan 

kesehatan traditional tanpa izin serta menyertakan alat dan 

teknologi; 

Dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009  meyatakan bahwa : 

“Setiap orang yang tidak diberi izin menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan alat dan 

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 

sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, atau 

kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

kali. tahun dan dengan denda paling banyak Rp. kan 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 
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Disterdapat pula pada pada Pasal 60 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 : “Setiap orang yang melakukan 

pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan 

teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang 

berwenang”. 

Niat pelaku untuk melakukan praktek pelayanan 

kesehatan tradisional tanpa izin dengan menggunakan alat dan 

teknologi merupakan unsur yang telah terpenuhi dalam 

pelaksanaan praktek tanpa izin dari institusi medis yang 

berlisensi. Pelaku kejahatan mengetahui bahwa 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dengan 

menggunakan alat dan teknologi tidak memiliki izin dari 

institusi medis yang berizin. 

3. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja 

memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh. Adapun dalam 

192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dirumuskan 

bahwa; 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 

atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
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Sementara itu, sikap mental sengaja dirujuk pada segala 

unsur yang diletakkan setelah sengaja, dan termasuk ke dalam 

unsur tujuan komersial. Serta berpedoman pada kunci 

Modderman ini, unsur sengaja diartikan sebagai berikut : 

a. Pelaku menghendaki pelaksanaan tindak pidana dalam 

memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh; 

b. Pelaku mengetahui pun juga menghendaki adanya tujuan 

komersial dari tindakan yang dilakukannya. 

4. Tindak pidana sengaja melakukan praktik bedah plastik dan 

rekonstruksi. Tindakan ini diatur di pada Pasal 193 Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik 

dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah})” 

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

terdapat peersyaratan administrative dalam pelaksanaan bedah 

plastic dan rekonstruksi, antara lain adalah:64 

1) Harus dilakukan oleh tenaga kesehatan; 

                                                                 
64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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2) Telah memiliki lisensi dan keahlian. 

Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan atau telah 

dilanggar, maka akan menjadi perbuatan yang bersifat melawan 

hukum. Karenanya maka akan diancam dengan pidana oleh 

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. 

5. Tindak pidana sengaja melakukan aborsi 

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 194 Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyaK Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah).” 

6. Tindak pidana sengaja memperjual belikan darah; 

Tindak pidana memperjualbelikan darah ini telah diatur pada 

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang 

menyatakan bahwa : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan 

darah dengan   dalih   apapun   sebagaimana   dimaksud    

dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
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Tindak pidana ini terdapat kesamaan dengan  sama Pasal 

192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yakni tindak pidana 

yang dilakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau 

jaringan tubuh yang diatur di dalam, letak pembedanya terdapat 

pada objeknya, yakni darah. 

7. Tindak pidana sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, 

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; 

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 196 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, 

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Dalam pasal ini terdapat dua tindakan yakni 

memproduksi atau  mengedarkan. Sasaran tindak pidana yang 

juga menjadi sasaran dua perbuatan adalah obat-obatan 

dan/atau alat kesehatan. Yang dimaksud dengan farmasi adalah 
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sediaan farmasi, bahan farmasi, obat tradisional, dan kosmetika 

(Pasal 1 Ayat 4). Alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, 

dan/atau yang bebas dari narkoba untuk mencegah, 

mendiagnosis, mengobati, meringankan, merawat pasien, 

memulihkan kesehatan manusia, membentuk struktur, 

meningkatkan fungsi fisik, yaitu implan (Pasal 1 Ayat 15). 

Letak objek dalam tindakan melawan hukum yang 

terdapat pada pasal ini yaitu sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang telah diproduksi atau yang telah dilakakukan 

pengedaran tetapi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). 

8. Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki 

izin  edar. Adapun dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009, menyatakan bahwa : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah).” 
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9. Tindak pidana yang dilakukannya praktik medis tanpa memiliki 

keahlian dan kewenangan. Perbuatan ini telah diatur pada Pasal 

198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan : 

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 

untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tenaga 

kesehatan yang memiliki pengetahuan dan kewenangan khusus 

wajib menjalankan usaha kefarmasian (Pasal 108 ayat 1). 

Keahlian yang melekat pada diri seseorang, sedangkan 

kewenangan ini bersumber pada  hal yang telah diatur di luar 

dari pembuatnya, misalnya diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dan sebagai syarat untuk memiliki 

kewenangan, seseorang harus memiliki keahlian terlebih 

dahulu.  

10. Tindak pidana dengan sengaja tidak memperbolehkan 

pemberian program ASI Eksklusif program pemberian air susu 

ibu eksklusif. Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 200 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan : 

“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program 

pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah).” 

Berkaitan dengan kepentingan dan hak bayi terhadap 

pemberian ASI eksklusif, negara telah mengatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada Pasal 128 ayat (1) 

disampaikan bahwa setiap bayi memiliki hak untuk menerima 

ASI sejak ia dilahirkan selama 6 bulan, terkecuali terdapat 

kendala medis.  Artinya, tanpa adanya kendala medis maka 

seorang ibu tidak mempunyai alas an untuk tidak memberikan 

hak bayi berupa ASI eksklusif.  

11. Tindak pidana pada pelaksanaan pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana ini tercantum pada Pasal 

201 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan : 

(1)  “Dalam  hal  tindak  pidana   sebagaimana   dimaksud   dalam 

Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 

197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh 

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) 

kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, 
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Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;” 

(2)  “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum.” 

Selain perseorangan yang dapat dituntut pidana, 

berdasarkan teori hukum pidana modern, corporate atau badan 

hukum (dalam hal ini adalah rumah sakit) dapat juga dimintai 

pertanggung jawaban pidana.65 

                                                                 
65 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 
Melakukan Medikal Malpraktik, Mandar Maju, Bandung, 2008, 54. 
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BAB III 

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI VAKSIN 

BOOSTER DI POLRESTABES SURABAYA 

A. Gambaran Umum Satreskrim Unit Tipidter Polrestabes Surabaya 

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian di Kepolisian Resor 

Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, adapun alamat penelitian terletak 

di Jalan Sikatan No. 1 Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur 60175, 

Indonesia. Tepatnya pada Satuan Resere dan Kriminal (Satreskrim) di 

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) 

1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal.66 

Sebagai ujung tombak pada membangun kamanan serta 

ketertiban warga . Satreskrim Polrestabes Surabaya diharuskan 

buat mampu mengikuti keadaan juga mempunyai perubahan dan 

perkembangan pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai panduan 

buat menaruh dan mewujudkan keamanan terhadap warga  sudah 

dirumuskan visi  misi yaitu “Terwujudnya penyidik dan penyidik 

pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, Pengayom dan 

Pelayan Masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang 

profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan 

ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu 

                                                                 
66 Situs Resmi Polrestabes Surabaya 
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kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang 

sejahtera” 

Sebagai pendukung visi dalam mewujudkan serta pemeliharaan 

keamanaan yakni dengan adanya misi yang mencerminkan tugas 

yakni sebagai berikut : 

a. Pengembangan sistem manajemen Satrekrim Polrestabes 

Surabaya,  yang bertanggung jawab atas proses penyidikan dan 

penyidikan tindak pidana untuk mencapai kepastian hukum dan 

keadilan. 

b. Meningkatkan keahlian penyidik Satreskrim Polrestabes 

Surabaya dan mengoptimalkan seluruh satuan, sarana dan 

prasarana kepolisian dalam rangka penegakan hukum.. 

c. Melakukan peningkatan kerja dan layanan Satreskrim 

Polrestabes Surabaya pun juga peningkatan terhadap sistem 

teknologi informasi yang modern. 

d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas 

departemen atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam 

rangka penegakan hukum. 

e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi 

serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang 

cepat, transparan, akuntabel, transparan dan 

berperikemanusiaan. 

f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes 
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Surabaya serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang 

berorientasi pada aspek legalitas. 

2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya 

Di setiap lembaga atau institusi, kepolisian memiliki struktur 

organisasi yang menjadi ciri khas setiap departemen atau departemen 

dan misinya. Adanya struktur organisasi ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan menghindari 

terjadinya duplikasi pekerjaan di masing-masing departemen. 

Struktur organisasi juga memfasilitasi seorang pemimpin atau 

supervisor yang mengawasi kinerja atau pelaksanaan tugas anggota.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Struktur Satreskrim 
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B. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Vaksin Booster 

Di Polrestabes Surabaya 

Melindungi hak-hak warga negara sangat penting dan merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan penegakan hukum 

yang tegas atas perbuatan yang terjadi melalui proses penyidikan, 

penangkapan, penahanan, penuntutan dan penyidikan terkait dengan 

pelaksanaan imunisasi booster di Kota Surabaya. 

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) merupakan salah satu unit 

yang ada pada Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menangani perkara 

yang termasuk dalam Undang-Undang Lex Specialis.67  

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik yang 

tergabung dalam Unit Tipidter  Satreskrim Polrestabes Surabaya 

menjelaskan duduk perkara  dalam praktik vaksinasi booster yang terjadi 

di Kota Surabaya:  

Bermula pada Dinas Kesehatan melaporkan kasus dengan dugaan 

sindikat jual beli vaksin Booster kepada Polrestabes Surabaya. Yang mana 

dalam hal ini juga mendapatkan pengakuan dari salah seorang warga yang 

dikenai tarif 250.000 Rupiah untuk vaksin booster sinovac. Selain itu, 

pelaksanaan vaksinasi booster untuk masyarakat dimulai pada 12 Januari 

2022 sesuai dengan dikeluarkannya surat edaran dan  juknis vaksinasi 

                                                                 
67 Briptu Fikron, Wawancara, Polrestabes Surabaya, 18 April 2022 
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booster dari pemerintah kota Surabaya. 

Fakta yang ditemukan di lapangan oleh penyidik Satreskrim 

Polrestabes Surabaya adalah telah terjadi Penyalahgunaan terhadap sisa 

sediaan farmasi vaksin dosis kedua jenis Sinovac. Dalam hal ini sisa vaksin 

dosis kedua disalahgunakan menjadi vaksin Booster yang Diedarkan 

kepada masyarakat Kota Surabaya. Ada beberapa tahapan dan aturan 

terkait pengadaan dan distribusi Vaksin, adapun tahapannya sebagai 

berikut:68 

1. Tahap Distribusi Vaksin 

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan menjaga 

keamanan, kualitas, dan khasiat vaksin, Kementerian Kesehatan dapat 

mendistribusikan vaksin COVID-19 ke daerah/kota atau fasilitas 

pelayanan kesehatan dan pusat layanan vaksinasi COVID-19. 

Pendistribusian vaksin COVID-19 dapat dilakukan oleh Menteri 

Kesehatan melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) atau 

penunjukan langsung pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang tentang Pengadaan Vaksin COVID-19. Dalam pendistribusian 

vaksin COVID-19, PT Bio Farma (Persero) dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga (grosir obat). 

Terkait pendistribusian vaksin COVID-19 ke, Pemerintah Kota 

                                                                 
68 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulanganpandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) 
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bertanggung jawab mendistribusikan vaksin COVID-19 ke Puskesmas 

dan pusat layanan vaksinasi COVID-19 di kabupaten masing-masing. 

Saat mendistribusikan vaksin COVID-19, Departemen Kesehatan 

bekerja sama dengan puskesmas kabupaten dan puskesmas kota. 

Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) atau 

Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk mendistribusikan 

vaksin COVID-19 ke Puskesmas setempat/kota. 

a. Manajemen Distribusi Vaksin - Pengiriman Vaksin 

1) Setelah mendapatkan data alokasi vaksin dari Sistem 

Informasi Vaksin COVID-19 pertama dan bekerja sama 

dengan PT Bio Farma (Persero) kapasitas penyimpanan 

berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan 

Pedagang Besar Farmasi (PBF). PT Bio Farma (Persero) 

akan menerbitkan dokumen pengiriman (VAR, Packing 

Slip atau delivery order) untuk mengirimkan vaksin ke 

PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero), 

kemudian PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma 

(Persero) mendistribusikan vaksin ke dinas kesehatan 

kabupaten/kota atau fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pos pelayanan vaksinasi COVID-19. 

2) PT Bio Farma (Persero) akan menuruskan 

pendistribusian vaksin ke Distributor/Hub. Ketika 

vaksin sampai di Hub, petugas pengiriman vaksin akan 
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melakukan scan 2D matrix pada dokumen pengiriman 

dan scan 2D matrix pada dus tersier melalui aplikasi 

Biotracking, serta mengunggah bukti foto bukti serah 

terima dengan petugas Hub ke eksternal drive Biofarma 

untuk setiap hub, dan melakukan pemeriksaan suhu 

setiap dus tersier. 

3) Instalasi yang bertanggung jawab Farmasi Dinkes 

provinsi mendapat notifikasi di aplikasi Biotracking 

mengenai barang yang diterima di Hub dan menyatakan 

sebagai produk diterima di provinsi dan dicatat sebagai 

stok provinsi. 

4) Penanggung jawab gudang akan memberikan tanda 

tangan basah pada dokumen penerimaan vaksin di Hub 

dan melakukan pemeriksaan suhu. 

5) Untuk mengkonfirmasi alokasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten/kota, petugas Dinkes Kabupaten/Kota yang 

sudah diverifikasi (memperoleh akun dan password) 

mengakses situs web portal permintaan alokasi vaksin 

untuk fasyankes didaerahnya masing-masing, termasuk 

dinkes provinsi dan memperoleh notifikasi. 

6) PT Bio Farma (Persero) menginstruksikan PBF yang 

bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) untuk 

melakukan pengiriman ke dinas kesehatan 
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kabupaten/kota, setelah diperoleh data alokasi vaksin 

untuk fasyankes dari dinas kesehatan kabupaten/kota 

via web portal. 

7) Pada saat PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma 

(Persero) akan mengirimkan vaksin ke dinas kesehatan 

kabupaten/kota, akan ada notifikasi melalui aplikasi 

Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) kepada 

PT Bio Farma (Persero), dinas kesehatan provinsi dan 

dinas kesehatan kabupaten/kota. 

8) Perwakilan PBF akan bekerja sama dengan PT Bio 

Farma (Persero) untuk memindai matriks 2D dana 

sekunder melalui aplikasi induknya ke dinas 

kesehatan/dinas kota setempat sebagai bukti.  

9) Saat vaksin tiba di Puskesmas setempat/kota, 

perwakilan pemegang vaksin PBF bekerja sama dengan 

PT Bio Farma (Persero) untuk memindai matriks 2D 

kotak sekunder dan mengambil bukti foto sebagai bukti 

pengiriman. (Slip paket, VAR atau DO) Lakukan 

pemeriksaan suhu pada setiap karton pengiriman 

dengan perwakilan layanan kesehatan setempat/kota 

Anda. 

10)  Jika ada masalah bio-tracing, perwakilan dinas 

kesehatan setempat/kota akan bekerja sama dengan PT 
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Bio Farma (Persero) untuk memberikan tanda tangan 

basah pada dokumen pengiriman sebagai bukti 

penerimaan vaksin dari PBF. 

11) Setelah vaksin diterima oleh dinas kesehatan 

kabupaten/kota, PBF akan bekerja sama dengan PT Bio 

Farma (Persero) untuk mengunggah file ke aplikasi 

SMDV atau melalui drive eksternal untuk setiap PBF 

dari PT Bio Farma (Persero). Menyerahkan foto 

formulir/dokumen yang dipindai Menyerahkan tanda 

tangan pengiriman dan foto bukti pengiriman. 

b. Manajemen Distribusi Vaksin Pengembalian Vaksin 

Pelaksanaan vaksinasi tidak terlepas dari distribusi sediaan 

farmasi baik itu obat atau alat medis lainnya. Segala bentuk 

persedian akan melalui beberapa tahapan atau prosedur yang 

dilalui. Jika dalam proses pelaksanaan vaksinasi terdapat sisa 

sediaan farmasi yang mana dalam hal ini berupa vakssin booster, 

maka hal tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan 

sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Adapun prosedurnya 

sebagai berikut: 

1) Jika ada cacat kuantitas dan kualitas vaksin saat dikirim 

oleh institusi keperawatan, matriks dua dimensi produk 

(label/kotak vial kedua / vial kedua). 
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2) Hub bertanggung jawab untuk menyimpan vaksin yang 

dikembalikan dengan tetap menjaga cold chain vaksin 

sampai dengan instruksi dari PT Bio Farma (Persero).  

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Tipidter 

Polrestabes Surabaya, kasus yang terdapat dalam penelitian ini dikenai 

pasal 372 KUHP yakni terkait dengan Penggelapan. Adapun bunyi 

pasalnya adalah sebagai berikut: 

 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

 ̀ Tersangka dalam kasus penelitian ini tidak dilakukan oleh ASN 

ataupun seseorang yang terikat dengan instansi pemerintahan melainkan 

oleh masyarakat yang dalam hal ini memiliki akses dan kuasa untuk 

melaksanakan vaksinasi. Karena dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 

terdapat program yang dinamakan Vaksinasi Gotong Royong, yang mana 

pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan melalui kerjasama antara badan 

hukum/badan usaha atau dengan masyarakat/swasta. Maka dari itu dapat 

dimungkinkan terjadi penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang 

telah memiliki kuasa atas pelaksanaan vaksinasi terutama dalam hal 

pengendalian sediaan farmasi berupa vaksin booster. 
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Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian 

dalam pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang 

diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang 

dalam kejahatan  penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu 

sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau 

sudah dipercayakan kepadanya. Adapun unsur –unsur yang terkandung 

dalam pasal ini adalah : 

1. Unsur Objektif  

a. Sengaja dan melawan hukum. Dalam kasus ini tersangka telah 

melakukan tindakan melawan hukum, yaitu melaksanakan vaksinasi 

booster sebelum dikeluarkannya Surat Edaran oleh Kementrian 

Kesehatan RI.  

b. Penggelapan: tersangka memiliki kuasa atas sediaan farmasi berupa 

vaksin dosis kedua. Yang mana vaksin tersebut terdapat sisa yang 

seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berwenang atasnya. 

Tetapi, vaksin sisa tersebut disalahgunkan sebagai vaksin booster.  

2. Unsur subyektifnya adalah : Dengan sengaja, yaitu menguasai barang 

yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan 

hukum. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DI 

POLRESTABES SURABAYA 

A. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi 

Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya  

Dari uraian diatas dapat diketahui penerapan sanksi yang tepat  

dalam penyelesaian kasus tersebut terdapat  dalam UU Nomor 36 Tahun 

2009 yaitu pada pasal 196, adapun jenis tindak pidananya adalah sengaja 

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan 

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

Pasal 196 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, 

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
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Adapun unsur yang terdapat di dalamnya adalah : 

a. Unsur-unsur objektif : 

1) Tindakan : memproduksi atau mengedarkan. Dalam 

penelitian ini ditemukan adanya tindakan pelaksanaan 

vaksinasi dosis lanjutan, prakteknya mengedarkan dalam 

bentuk pemberian vaksin kepada penerima vaksin. 

2) Objek : berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. 

Yang mana dalam pelaksanaan vaksinasi ini, sediaan 

farmasi yang digunakan ialah berupa dosis Vaksin 

3) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat 

(3).  

b. Unsur subjektif : dengan sengaja. 

Terdapat dua jenis tindakan yakni memproduksi atau  

mengedarkan. Dalam hal ini pelaku bisa saja melakukan 

tindakan pengedaran atau memproduksi sediaan farmasi. Objek 

kejahatan yang juga menjadi objek kedua tindakan tersebut 

ialah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Sediaan farmasi 

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 

1 Angka 4). Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin 

dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan 
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untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan 

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan 

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan 

memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5). 

Letak objek dari kedua tindakan melawan hukum ini 

terdapat pada objeknya, yakni sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi 

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

ayat (2) dan ayat (3). 

Tindak pidana dilakukan dengan sengaja. Sengaja di sini 

harus diartikan : 

1) Pelaku menghendaki unutk melakukan tindakan 

memproduksi atau mengedarkan; 

2) Pelaku mengetahui bahwa objek yang diedarkan atau 

diproduksi olehnya itu adalah sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan; 

3) Pelaku mengetahui bahwa objek yang mereka edarkan atau 

yang diproduksi olehnya tersebut tidak memenuhi standar 

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, 

dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) 

dan ayat (3) syarat farmakope Indonesia dan atau buku 
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standar lainnya. 

  Dalam hal ini, yang dimaksud standart mutu 

pelayanan menurut menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

No 73 Tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang artinya 

dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi booster harus 

dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari 

Pemerintah tentang pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan 

(Booster). 

Jika ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidananya, kasus ini 

telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawabannya yakni unsur 

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana 

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang 

dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada 

individu pelakunya, pun juga segala hal yang termasuk didalamnya.69  

Selain dikenai pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

kasus yang terdapat dalam penelitian ini juga dapat dikenai pasal 372 

KUHP. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: 

                                                                 
69 PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1994), 184. 
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”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 

rupiah.” 

Selain dikenai pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

kasus yang terdapat dalam penelitian ini juga dapat dikenai pasal 372 

KUHP. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 

rupiah.” 

Kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa. Penggelapan adalah 

kejahatan yang hampir memiliki kesamaan dengan kejahatan pencurian 

dalam pasal 362, hanya saja letak pembedanya berada pada kuasa atas 

barangnya. Jika dalam tindakan pencurian objek atau barang yang diambil 

untuk dimiliki itu sebelum belum berada ditangan si pelaku, sedangkan 

pada kejahatan  penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki tersebut 

telah berada ditangan pelaku dan terdapat kuasa atasnya. Adapun unsur –
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unsur yang terdapat pada pasal ini adalah : 

              1. Unsur Objektif  

a. Sengaja dan melawan hukum. Dalam kasus ini tersangka telah 

melakukan tindakan melawan hukum, yaitu melaksanakan 

vaksinasi booster sebelum dikeluarkannya Surat Edaran oleh 

Kementrian Kesehatan RI.  

b. Penggelapan: tersangka memiliki kuasa atas sediaan farmasi 

berupa vaksin dosis kedua. Yang mana vaksin tersebut terdapat 

sisa yang seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berwenang 

atasnya. Tetapi, vaksin sisa tersebut disalahgunkan sebagai vaksin 

booster.  

2. Unsur subyektifnya adalah : Dengan sengaja, yaitu menguasai 

barang yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya) secara 

melawan hukum. 

B. Analisis Penerapan Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 

Pidana Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya  

Menurut Imam Al-Mawardi pengertian jarimah ialah larangan-

larangan syara’ yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta’zir yang 

mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.70 

                                                                 
70 Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Yayasan Pena Aceh, Banda 

Aceh, 2020, 44. 
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Dengan demikian pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara’ 

yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta’zir yang mana larangan-

larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu hukuman dibuat agar 

tidak terjadi Jari@mah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan 

larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan 

sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan 

bagi pelaku. Namun, hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa 

membawa ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu 

perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu 

sendiri.Ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan 

wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, berkaitan dengan 

terjadinya pelaksanaan vaksinasi booster yang tidak sesuai dengan mutu 

pelayanan farmasi atau dilaksanakan tanpa adanya Surat Edaran dari 

pemerintah maka terdapat beberapa akibat yang dapat menjadi alasan 

untuk adanya pertanggungjawaban pelaksana vaksinasi. Dengan adanya 

pelanggaran medis tersebut dapat dikategorikan sebagai jari>mah takzir 

yang berkaitan dengan: 

a. Jari>mah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
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Jari>mah yang termasuk dalam hal ini antara lain seperti berbohong. 

Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi ialah tidak memberikan 

jenis vaksin yang seharusnya diberikan kepada penerima vaksin. 

b. Jari>mah Takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum 

Jari>mah yang termasuk kedalam kelompok ini berkaitan dengan 

pelanggaran prosedur operasional yaitu tindakan atau perbuatan lalai 

dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Seorang petugas medis dituntut 

untuk berhati-hati dan melaksanakan kewajibannya untuk selalu 

menerapkan konsep Informed consent dalam setiap tindakan medis. 

Dengan adanya kelalaian tersebut dapat memengaruhi kinerja dan 

tanggungjawab selaku aparat masyarakat bidang kesehatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan serta penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1. Sanksi hukum terhadap praktik sediaan farmasi berupa vaksin 

booster dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan adalah telah memenuhi unsur dalam pasal 196. Dalam 

pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja 

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Adapun dalam 

pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, 

penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan 

alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam hal ini, yang 

dimaksud standart mutu pelayanan menurut menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 adalah tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 
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menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang artinya dalam hal 

ini pelaksanaan vaksinasi booster harus dilaksanakan setelah 

dikeluarkannya Surat Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan 

Vaksinasi Lanjutan (Booster). 

2. Adapun dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana dalam penelitian 

ini termasuk dalam jarimah Ta’zir. Yaitu Jari>mah yang berkaitan 

dengan kemaslahatan individu, yang termasuk dalam hal ini antara 

lain seperti berbohong. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana 

vaksinasi ialah tidak memberikan jenis vaksin yang seharusnya 

diberikan kepada penerima vaksin. Selain itu, tindak pidana dalam 

penelitian juga termasuk dalam Jari>mah Ta’zir ada berkaitan dengan 

kemaslahatan umum. Adapun Jarimah yang termasuk dalam 

kelompok ini berhubungan dengan pelanggaran prosedur 

pelaksanaannya. Yakni tindakan atau pelaksanaan pelayanan 

kesehatan yang tanpa memperhatikan prosedur operasional yaitu 

tindakan salah dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Seorang 

petugas medis dituntut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

aturan dan juga prosedur yang ada.  

B. Saran  

1. Kepada masyarakat, penerima vaksin serta calon penerima vaksin 

booster. Agar untuk dapat memastikan kembali bahwa pelaksanaan 

vaksinasi booster yang dilakukan adalah telah legal dan telah 

mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Selain 
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itu, calon penerima vaksin juga harus mengetahui jenis vaksin apakah 

yang akan diberikan dalam vaksinasi booster. Beberapa aturan yang 

bisa menjadi acuan kita antara lain, Undang Undang Kesehatan, 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021, Surat Edaran 

Kemenkes Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) 

2. Kepada penegak hukum dan pemerintah disarankan agar melakukan 

evaluasi atas penanggulangan Covid-19 terutama dalam pelaksanaan 

vaksinasi. Pertama, memastikan terkait izin pelaksaan apakah telah 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Kedua, 

terkait sisa sediaan farmasi berupa vaksin booster agar dipastikan 

dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak lagi 

terjadi hal yang sedemikian. Yakni penyalahgunaan sisa vaksin dosis 

kedua yang dijadikan vaksin dosis lanjutan (Booster). 
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